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Rusak Lingkungan

Koordinator FoTBALI
Wayan "Gendo" Suarilana

Puputan Tolak Reklamasi
FORUM Rakvat Ba[ Tolak

Reklamasi TFoTBALI) kembali
turun ke jalan bertepatan den-
gan Hari Puputan Margarana,
Jumat (20/11) kemarin. Massa
masih menuntut pembatalan
rencana rekl"amasi Tblu-k Benoa
dan pencabutan Perpres No.51

"Salah satunya, hentikan
upaya perubahan Perda No.16
Tahun 2009 tentang RTRWP
Bali," ujar Koordinator Di-
visi Politil FoTBALI, Suriadi
Darmoko. Ia menegaskan,
rencana rekl.amasi tldak saia
akan merusak linekunean
di kawasan Teluf Benoa.
Tetapi juga di Lombok Barat
dan Lombok Timur sebagai
lokasi rencana penyedotan
pasir. Apalagi, pasir yang akan
dikeruk berjumlah sekitar ?0
juta meterkubik atau setara
dengan 23 juta tr-u} pasir.

"Kami sudah dengar lans-
sung dari nelayan bahwa di
lokasi penyedotan pasir di
Lombok Tim ur itu t'ishins
ground alau daerah tangka-
pan ikan. Mata pencaharian
nelayan akan hilang karena
rusaknya wilayah tanqkapan
mereka. Jadi reklamasi- ini
tidak saja mengancam Bali,
tetapi juga Indonesia," tegas
Suriadi

Dikatakannya, ngototnya
upaya reklamasi sesungguh-
nya adalah bentuk kegagalpa-
haman terhadap m a salah
di Telut Benoa. Jika terjadi
pendangkalan di sana. sehar,
usnya dilatukan pendalaman.
Bukan malah pengurukan
yang justru akan nenyebab-
kan pendangkalan perrDanen
di Teluk Benoa. '"Ieluk Benoa
harus dikembalikan men-
jadi kawasan konservasi dan
dikelola dengan cara-cara
yar.g selaras dengan prin-sip
ltonservasL. sehrngga kelak
Teluk Benoa benar-benar
akan menjadi masa depan
peradaban Indonesia," jelas
Suriadi.

Tahun 2014. Secara khusus.
FoTBALI juga mendesal DpRD
Bali untuk menghentikan
upaya-upaya yang memulus.
kan lencana menguruk Telul
Benoa seluas ?00 hektar itu.
Hal. r9
Rusak Lingkungan

mengatakan, aksi turun ke
jalan ini sekaligus memperdn-
gati Hari Puputan Margarana
dan Harr Anak Internaiional.
B.ila pejuang dalam Puputan
lvlargarana melawan kera+u-
san kolonial, maka ForBdLI
melawan kerakusan pengu4sa
dan pengusaha. Upaya ini
sekaligus memperjuangkan
kelangsungan alam untuk
anak di masa mendatang.

"Jadi semangat nasional-
isme tidak cukup hanya men-
gibarkan bendera Merah Putih
tetapi adalah menjaga seluruh
sumber daya alam bangsa ini
supaya tidak dimiliki oleh
segelintir elite, segelintir kor-
porasi yangjustru akan mem-
buat cita-cita dari konstitusi
pasal 33 itu menjadi terdis-
torsi," ujarnya.

Gendo pun mengkritisi
upaya revisi Perda RTRWp
Bali oleh dewan. Menurutnya,
upaya revisi tidak pernal cla-
lam rangka membangun pola
rur ng clan s trukt ur rua nq yang
bagus. Revisi RTRW selatu saii
diupayakan untuk meniadi
alat, legitimasi ba gi_ korpoiasi.

. mooat. dan proyek semata.
Apalagi upaya merevisi kali
rni justru dikaitkan densan
Perpres No.51 Tahun 2014.

, "Saya pikir ini hanya bagan
oan melegltrmasr kepentrngan
korporasi dan selalu begitLr.
sehingga kepentingan ruang
untuk publik. untuk rakyat,
tidak pernah menjadi priori-
tas. Tetapi hanya menjadijar-
gon saja. Kepentingan sesung-
guhnya adalah kepentingan
modal dan menghindarkan pe-
jabat berwenang dari tuntutan
pidAna ketika dia melanggar
rencana tata ruang. Jadi ini
bagian dari pemutihan pelang-
garan tata ruang," tegasnva.
(kmb32)
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Melonjak Drastis hingga Rp tls tvtitiar Lebih

Dewan Tuding Belanja

r Pegawai Jor-joran
Mangupura @ali post) -

",Y,Ti"*iii$it"ln[:*mn"#t:o"""ji?,imenuar protes dari_kalangan wakil rakyat di DpRD|'aqung. Fasalnya. dalam rancangan tersebut teriadipen,rngkatan betanja pegawai hingga Rp I6b miiiarreDrn, scmentara trebutuharr rakyat lainuya dialO&asi_tran mrnrm. Lrewan pun menuding bel\njg,p(gawai
tersebut jor-joran. 
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Pejabat Bupati Badune
Harry Ytrdha Saka dalai
Rapat _Paripurna DPRD Ba-
dung. Jumat (20/11) kemarin
memaparkan, belania pe-
gawai 2016 dirancane Rp
1,28 triliun lebih. Ju;laL
rm naik sekitar 14,8 persen
dibandingkan APBD lnduk
2015 yang tercatat Rp 1.117
triliun. Kenaikannya menca-
pai Rp 165,4 miliai.

Anggota Komisi III DpRD
BadUng Made Sumertha
usal rapat mengatakan.
dibandingkan dengan aloka-
sr untuk sektor publik atau
kebutuhan rakyat. kenaikan
DelanJa pegawar sangat fan-
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tastis. "Karena itu, RApBD
rnr sangat tidak pro-rakyat,"
!egasnya.

Adanya kenaikan belanja
pegawar yang sangat fantas-
trs tersebut, Sumerta men_
gaku akan oengkaji kembali.
Apakah kenaikan ini droer-
lukan, selanjutnya bieak
aoun-tya seperti apa? Dia
cenderung merasionalisasi
kenaikan belanja pegawai
tersebut. Hasil rasionalisasi
ini nantinya dialokasikan
untuk program -progra m
yang memang dibutuhkan
masyarakat.

Anggota Fraksi pDI per_
juangan ini juga menilai

ketimpangan anggaran juga
terjadi di sektor lainnya. Mis-
alnya dukungan untuk usaha
ekonomi produktif (UEP)
yang hanya m emperoleh
alokasi Rp 4,5 miliar untuk
600 rumah tangga sasaran.
Jadi. tiap RTS memperoleh
hanya Rp 7.5 juta. 'Dalam
kerangka meningkatkan
ekonomi keluarga. stimulus
bagi UEP harusnya bisa dit-
ingkatkan. Dana Rp 7,5 juta
ini hanya cukup untuk sewa
tempat," katanya.

Sementara komoditi yang
akan diproduksi maunui
diperdagangkan, kata;ya.
belum ada. "Badung ber-
peluang membantu UEP
hingga Rp 10 juta per RTS,',
tegasnya.

Demikian juga untuk
santunan kematian. Pada
RAPBD 2016, Badung mer-
ancang santunan kematian
hanya Rp 5 miliar untuk
2.000 orang. Jadi, santu-
anan kematian hanya Rp 2,5
Juta per orang. Menurutnya.
dana ini jelas trdak cukup.
walau- hanya untuk upakaia
aaau bdnten.,.Kami menilai
Daqung tayak memberikan
sdntuDan kematran hinsea
tip 5 juta. Dengan begitu,l-e_
ruarga -korban (terutaDa tak
mampu) tak lagi terbebani,"
ungkapnya.

Di 'rr in tar konfirmasi
rert(art kenaikan bela niapegawai ini, Penjabat Bu_patt IJaduDg Nyoman yudha
saka mengataka n, kenaikan
belanJa tidak langsung bagi
pega,wa I rnr untuk kegia-
ran bagr pegawai pem er_rn[an de4gan perjaniian
kerja (PPFK). Kenaikan ini
berkaita n dengan ki neriapegawai. "Kami hara pkin
peningkatan pAD juga diim_
Dangt ctengan peningkatan
pengnasrlan pegawai. Itu
sudah sesuai dengan pera-
ruran perundang_undangan,"
rera n,gnya seraya menyebut-
Kan. _besaraD angka tersebut

i.Tild;ffii"j"ran Pihak
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Setwan Dapat
Enam Mobil Dinas

sekitar Rp 204.000.000.

mobil carry ying dit"t"" "ti" Jifuf^ilg.

Edisi

Hal

: sqrat,<l Nova 6Ql zals

:lo



Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BpK Rl

' \.'!&;4

-,
ffi Bali Post

Perwakilan Provinsi Bali

SKPD Masih Kesuli
Susun Lakip

Gianyar (Bali Post) -
Laporan Kinerja In-

stansi Pemerintah (Lakip)
merupakan laporan kin-
erja tahunan yang berisi
pertanggun$awaban kin-
erja setiap instansi dalam
mencapai tujuan strategis
instansi. Lakip telah diwa-
jibkan mulai tahun 2000
sesuai amanat Inpres No-
mor 7 Tahun 1999. Namun
sampai saat ini masil ter-
dapat sejumlah kekuran-
gan dalam penyampaian
laporan tersebut. Hal
tersebut terungkap dalam
pertemuan antara jajaran
Pemkot Gianyar dengan
Pemkot Yogyakarta di Kan-
tor Bupati Gianyar, Jumat
(20/11) kemarin.

Menurut Asist€n Pemer-
intahan Pemkot Yoga.karta
H. Ahnad Fadli, perha-
tian pihaknya te_rhadap

yang kendala yans dihadaoi.
n.Gi- Maka dari itu. pihaknya

mewujudkan ilstansi walilan dari

ukup berharap ada kisamaan'ang. pemahaman dalam oenve-
,p.Sl lesaian permasalahan ying
1L,rl., dlnadapl.
Kota Lebih lanjut dijelaskan-

nya, tahun inibaru pertama
kalinya Kabupaten Gian-Gi- yar meraih pridikat WTpqen- (waJar tanpa pengecualian)

)a-kan atas Laporan Keuaagan pe-
unan Eerintah Daerah (LKPDI.
ung- yang sebelumnya hanya
'trap meraih opini Wajar den-
lapai gan Pengecualian (WDp).
ansi. Predikat tersebut diraihrcip- atas dasar kerja keras se-
,rma.l mua pihak atau SKpDrban sehingga laporan keuanean
PBD Kabupaten Gia nyar blsa

naik kelas. Peningkatan
atau ini merupakan indikator
tau- untuk mewujudkan asas
Ln di kepemerintahan yangbaik.
ada (kmb25)

bangunan. Bahkan
saking pentingnya
pemahaman tentang
penyampaian [,akip,
jumlah rombongan

ini sangat penting. datanE ke
Pasalnya, hal tersebut anyar-punr aldiry.i. rEa Trwuu! anyar pun tergoloD
menJa(l-r -aalah satu banyak yakni 36
upaya dalaD rangka 'Mereka meruDak

yang_akuntabel.. hrnggakecimatan
"A kunt a brlrt as Yogyakarta." unok. "A.kuntabrI,rta€ Yogyakarta." ungk

krnena hanrslan dF Somonr..,
iljliiilli' i:iil# r""ilf.""ll?lili,'J;
SKPD tidak ha-nya 36ya11 14u6" .J.,u i
megrlelanjakan dana gulukan, Lk,p.
APBD,, namun lebih [6p6;gr I{1..ri.
kepada 

. 
penguatan yang berisi pertar

dan ee,{rllrqkalli!- jawaban. kinerji
nerja. Dengan begitu, instansi dalam'
flggaran berbasis 1uiu6n s1m1sri.
kinerja yang lebih 1,i;ufn"t" iig"g
Dau{ orsa terwujuq, tanya krnerja yang
katanya- dan Derl

HaI ini oula vane d"t.- -
menctasarl kun]un- ,li cori.h
gan pihaknya ke Gi- Dafa;

dan evaluasi pem-

anyar ya,knr untuk pslapora'n iakip.
studr bandurg Fntang pun laporan keuar
Laklp. perencanaan daerah. dipastik;
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PERTEMUAN
- Suqsana
pertPmuan
antdra jajaran
Pemhab Gi-
anXtar dengan
Pemhot Yogya-
harta memba-
has m.realah
penyatnpaian
Lahlp.


